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NASKAH URGENSI

Judul Rancangan

Peraturan Pemerintah

. |Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Digital tentang Pedoman Manajemen Aset
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dan
Pedoman Manajemen Layanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tanggal

: |10 Oktober 2025

Dasar Penyusunan

Rancangan

. Amanat Pasal 50 ayat 5 dan Pasal 54 ayat 8

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Perpres SPBE).

Prioritas/Urgensi

. |Sangat segera

1. Menjadi pedoman dalam hal Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah
melaksanakan manajemen Aset TIK
SPBE dan manajemen Layanan SPBE;

2. Dalam aspek penyelenggaraan SPBE,
Rancangan Peraturan Menteri tersebut
akan digunakan Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk menjamin

ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset TIK SPBE serta
menjamin keberlangsungan dan

meningkatkan kualitas layanan SPBE
kepada pengguna SPBE; dan

3. Tersedianya dasar hukum untuk
mengatur mengenai pelaksanaan
manajemen aset TIK SPBE dan
Manajemen Layanan SPBE dengan
serangkaian proses untuk mencapai
penerapan SPBE yang efektif, efisien




dan berkesinambungan serta layanan
SPBE yang berkualitas.

Latar Belakang

. Pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE

di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
belum  sepenuhnya  melaksanakan
amanat Perpres SPBE dalam hal proses
perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
dan penghapusan Aset TIK SPBE dalam
rangka mendukung penyelenggaraan
SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.

. Pelaksanaan Layanan SPBE di Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah belum
sepenuhnya melaksanakan amanat
Perpres SPBE dalam hal proses
pelayanan pengguna, operasional
layanan, dan pengelolaan aplikasi belum
terkelola secara efektif dan terintegrasi.
masing-masing Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah mengelola layanan
SPBE secara parsial dan tidak
terkoordinir dengan baik.

Maksud dan Tujuan

. Sebagai pedoman bagi Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan manajemen aset TIK
SPBE dan manajemen layanan SPBE.

. terlaksananya manajemen aset TIK

SPBE meliputi proses perencanaan,
pengadaan, pengelolaan, dan
penghapusan aset TIK dan
terlaksananya manajemen layanan
meliputi proses pelayanan pengguna
SPBE, pengoperasian layanan SPBE
dan pengelolaan aplikasi SPBE, sesuai
amanat Perpres SPBE.

Pokok-Pokok Pengaturan




Pokok-pokok substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Manajemen
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:
1. Batang Tubuh (berisi 15 Pasal)
2. Lampiran | Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE:
a. BAB | Pendahuluan
1) Latar belakang;
2) Maksud dan tujuan;
3) Ruang lingkup;
4) Pengertian umum;
5) Persyaratan Regulasi;
6) Persyaratan Standardisasi; dan
7) Keterkaitan dengan pedoman lain
b. Bab Il Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE
1) Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE
2) Tugas Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE
3) Stakeholder/pemangku kepentingan Pelaksana Manajemen Aset TIK
SPBE
4) Koordinasi Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE
5) Konsultasi Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE
c. Bab Ill Pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE
1) Proses perencanaan,;
2) Proses pengadaan;
3) Proses pengelolaan; dan
4) Proses penghapusan
d. Bab IV Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE
1) Tahapan Evaluasi;
2) Laporan Evaluasi;
3) Pemanfaatan Evaluasi; dan
4) Penyampaian Laporan.
e. Bab V Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE
1) Pelaksanaan Tindakan Perbaikan;
2) Peningkatan Berkelanjutan;
3) Laporan Tindakan Perbaikan; dan
4) Penyampaian Laporan..
f. Bab VI Penutup
3. Lampiran Il Pedoman Manajemen Layanan SPBE
a. Bab | Pendahuluan
1) Latar belakang;




2) Maksud dan tujuan;

3) Ruang lingkup;

4) Pengertian umum;

5) Persyaratan Standardisasi; dan

6) Keterkaitan dengan pedoman lain

. Bab Il Pelaksana Manajemen Layanan SPBE

1) Pelaksana Manajemen Layanan SPBE; dan

2) Tanggung jawab pelaksana Manajemen Layanan SPBE.
. BAB Ill Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE

1) Tahapan Perencanaan; dan

2) Tahapan Pelaksanaan.

. BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
1) Tahapan Evaluasi;

2) Laporan Evaluasi;

3) Pemanfaatan Evaluasi; dan

4) Penyampaian Evaluasi..

. BAB V Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
1) Pelaksanaan tindakan perbaikan;

2) Peningkatan berkelanjutan;

3) Laporan tindakan perbaikan; dan

4) Penyampaian laporan.

BAB VI Penutup.




NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

1. Sumber masalah yang mendorong tindak lanjut berupa perumusan
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman
Manajemen Aset TIK SPBE dan Pedoman Manajemen Layanan SPBE vyaitu:
a. Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE termasuk|
kedalam 8 (delapan) unsur manajemen SPBE sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

b. Proses perencanaan hingga penghapusan aset TIK SPBE masih
menggunakan regulasi Manajemen Aset secara umum

c. Belum adanya regulasi/kebijakan khusus yang dapat dijadikan sebagai
acuan dalam pelaksanaan manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan
SPBE

d. Belum tersedianya dasar hukum untuk mengatur mengenai pelaksanaan
Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE dengan
serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien
dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas

e. Belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu. Sebagaimana
diketahui bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengadaan,
pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja
adalah saling terkait antara satu proses dengan proses lainnya.




2. Ruang Lingkup:
a. Ruang lingkup pedoman manajemen aset teknologi informasi dan

b.

komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik mencakup:
1) Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE;

2) Pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE;

3) Evaluasi pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE; dan

4) Peningkatan pelaksanaan Manajemen Aset TIK SPBE.
Ruang lingkup Pedoman Manajemen Layanan SPBE mencakup:
1) Pelaksana Manajemen Layanan SPBE;

2) Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE;

3) Evaluasi pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE; dan

4) Peningkatan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE.

3. Sasaran dan Jangkauan Pengaturan
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang

Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE ini dalam
rangka melaksanakan amanat Pasal 54 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pasal tersebut menjelaskan bahwa
pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen layanan SPBE
bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas
Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan
pedoman dalam memberikan layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik maupun layanan publik berbasis elektronik, baik oleh instansi
pusat maupun pemerintah daerah

Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE diharapkan dapat dirasakan oleh
Pengguna SPBE, yaitu instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur
Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.

Peraturan Menteri ini dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam
melaksanakan kegiatan Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen
Layanan SPBE bagi seluruh penyelenggara SPBE




4. Jangka waktu (time frame) penyusunan RPM Pedoman Manajemen Aset TIK
SPBE dan Pedoman Manajemen Layanan SPBE sebagai berikut:

Tahapan

Jangka Waktu

Pembahasan Unit Pemrakarsa

Bulan April s.d. Juli 2025

Sinkronisasi Unit Pemrakarsa

Bulan Agustus 2025

Konsultasi Publik

Bulan Oktober 2025

Harmonisasi Biro Hukum

Bulan November 2025

Harmonisasi Kemenkumham

Bulan Februari 2026

Penetapan

Bulan April 2026

Pengundangan

Bulan Juni 2026

Manfaat Strategis

tentang Manajemen Aset

a. Menjamin  ketersediaan
penyelenggaraan SPBE.
b. Mengoptimalisasi
penyelenggaraan SPBE.

SPBE

Aset

Manfaat strategis jika Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
Teknologi
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Diundangkan dan diimplementasikan, yaitu:

Informasi dan Komunikasi Sistem

1. Manfaat strategis Manajemen Aset TIK SPBE

TIK SPBE dalam mendukung

pemanfaatan Aset TIK SPBE dalam mendukung

c. Memastikan terkelolanya setiap proses manajemen Aset TIK SPBE.
2. Manfaat strategis Manajemen Layanan SPBE
a. Menjamin keberlangsungan layanan SPBE kepada pengguna layanan

b. Meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna layanan SPBE
yang berkualitas, responsif, adaptif, dan berorientasi kepada pengguna.
c. Memastikan terkelolanya setiap proses manajemen layanan SPBE.

Naskah Analisis Kebijakan dilengkapi dengan:

1. Konsultasi Publik

1. Terkait dengan RPM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE ini
sudah dilakukan konsultasi publik bersama pemangku kepentingan yang




meliputi Instansi Pusat dan Pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Hari
Senin, tanggal 12 Desember 2022, Agenda Acara Konsultasi Publik RPM
tersebut mengundang Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di The Margo
Hotel, Depok

2. Media komunikasi yang digunakan pada konsultasi publik RPM Manajemen

Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE ini berupa media komunikasi zoom
meeting dan sosialisasi kepada Instansi Pusat dan Pemerintah secara luring.

2. Alternatif Kebijakan,
a. Alternatif kebijakan I

b.

menyusun Peraturan Menteri terkait dengan Manajemen Aset TIK dan Manajemen
Layanan SPBE sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Pasal 50 ayat (5) dan
Pasal 54 ayat (8) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

Kelebihan: memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dari pada Keputusan Menteri
ataupun Surat Edaran Menteri
Kekurangan: membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam dari penyusunan
hingga proses pengundangannya.

Alternatif kebijakan II

menyusun kebijakan dalam bentuk Keputusan Menteri atau Surat Edaran (SE)
Menteri

Kelebihan: proses penyusunan dan pengundangannya dapat lebih cepat dari pada
penyusunan dan pemrosesan legislasi kebijakan berupa Peraturan Menteri
Kekurangan: kekuatan hukum yang kuat yang tidak sekuat Peraturan Menteri
untuk pengimplementasiannya.

3. Risiko, Dampak, Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak Strategi Mitigasi
Instansi Pusat dan Pemerintah| 1. Strategi mitigasi dalam
Daerah dalam mengelola aset meminimalisasi potensi
(Barang Milik Negara berupa terjadinya risiko adalah dengan
perangkat lunak dan perangkat menyusun suatu standar baku
keras dan layanan SPBE tidak yang dapat dijadikan pedoman
terkelola  secara  efektif dan dalam proses perencanaan,
terintegrasi, dan Setiap instansi pengadaan, pengelolaan dan
pusat dan pemerintah daerah penghapusan manajemen aset
mengelola layanan SPBE secara TIK SPBE dan pedoman pada
parsial dan tidak terkoordinir. proses pelayanan pengguna,
pengoperasian layanan dan
pengelolaan  aplikasi SPBE
dalam melaksanakan
Manajemen Layanan SPBE
pada Manajemen Layanan




SPBE.

2. Setiap pimpinan Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah perlu
memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan Manajemen Aset
TIK SPBE dan Manajemen
Layanan SPBE.

4. Dampak Anggaran

Kebutuhan anggaran Rp.200.000.000,00 yang diusulkan untuk kegiatan

penyusunan dan proses legislasi RPM Komunikasi dan Digital tentang Manajemen

Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE melibatkan K/L/D terkait dan

mengundang narasumber yang berkompeten.

. Dampak Regulasi

Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital tentang

Manajemen Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE merupakan

Rancangan Peraturan Menteri baru dan amanat langsung dari ketentuan Pasal 50

ayat (5) dan Pasal 54 ayat (8) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

. Strategi Implementasi

a. Strategi implementasi kebijakan RPM Manajemen Aset TIK SPBE dan
Manajemen Layanan SPBE adalah sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan
regulasi SPBE lainnya, melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan
pemerintah daerah, melakukan sosialisasi/bimbingan teknis, monitoring dan
evaluasi.

b. Terkait dengan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh Menteri
Komunikasi dan Digital sesuai dengan lampiran pada RPM tersebut.

Lampiran

Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen

Aset TIK SPBE dan Manajemen Layanan SPBE.
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